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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh dari kompetensi sumber 

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan system akuntansi 

keuangan daearah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan 

studi empiris di SKPD Provinsi Riau. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan sebanyak 56 

kuesioner yang diisi oleh staff keuangan pada 28 SKPD di Provinsi Riau. Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yang terdiri 

dari analisis regresi linear berganda, uji statistic deskriptif, uji koefisien 

determinasi, uji asumsi klasik dan uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara simultan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi dan penerapan system akuntansi keuangan daearah berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau. 

Secara parsial, variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau dan 

variabel pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan system akuntansi 

keuangan daearah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau. 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Laporan Keuangan. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze the effect of human resource competence, 

the use of information technology and the application of regional financial 

accounting systems on the quality of local government financial reports with 

empirical studies in SKPD Riau Province. The type of research conducted is 

quantitative. Data was collected by distributing 56 questionnaires filled out by 

financial staff at 28 SKPD in Riau Province. The data obtained were then 

analyzed using data analysis techniques consisting of multiple linear regression 

analysis, descriptive statistical test, coefficient of determination test, classical 

assumption test and t test. The results of this study indicate that simultaneously, 

the competence of human resources, the use of information technology and the 

application of regional financial accounting systems affect the quality of local 

government financial reports at SKPD Riau Province. Partially, the variable of 

human resource competence affects the quality of local government financial 

reports at the Riau Province SKPD and the variable of the use of information 

technology and the application of regional financial accounting systems has no 

effect on the quality of local government financial reports at the Riau Province 

SKPD. 

 

 

 

Keywords: Human Resources Competence, Utilization of Information 

Technology, Implementation of Regional Financial Accounting Systems, 

Financial Reports 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur bahwa 

penyusunan dan penyajian LKP harus menyesuaikan dasar SAP yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Firdaus, Nadirsyah, 

& Fahlevi, 2015). Proses akuntansi atau tata keuangan telah berkembang dengan 

kemajuan system keuangan modern. Instansi pemerintah saat ini, harus 

meningkatkan kualitas kinerja keuangan agar dapat mengikuti perkembangan 

akuntansi karena sebagai pengguna informasi khususnya masyarat menuntut 

peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah. Pemerintah 

daerah wajib mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, publikasi informasi dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan pemakai informasi. Informasi dianggap bermanfaat jika dapat 

dipahami, dipercaya dan digunakan oleh pengguna informasi tersebut. (Andriani, 

2010) dalam (Mahaputra & Putra, 2014). 

Dasar pengambilan keputusan diambil dari LK yang disajikan pemerintah 

daerah diperuntukkan kepada pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah 

harus dapat fokus pada informasi yang disediakan pada laporan keuangan dengan 

tujuan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. (Sukmaningrum, 

2012). Selanjutnya, Pemerintah daerah wajib menghasilkan laporan keuangan 
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pemerintah daerah yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah tolak ukur 

yang perlu ditempuh dalam informasi akuntansi agar dapat mencapai tujuan. (PP 

No.71 Tahun 2010). 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 Laporan keuangan 

yang berkualitas ialah “laporan keuangan yang mempunyai karakteristik relevan, 

handal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami”. Dari hasil audit BPK maka 

dapat terlihat suatu laporan keuangan perintah daerah itu berkualitas atau tidak. 

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan opini atas 

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Ratifah & 

Ridwan,2012). 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya akan memberikan 

penilaian berupa opini/pendapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Pada saat BPK mengeluarkan opini WTP kepada LKPD, ini berarti bisa dikatakan 

bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar serta berkualitas. 

(Rahayu,2014). Menurut UU nomor 15 tahun 2004 ada empat opini yang 

digunakan saat pemeriksaan yaitu “Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan dan 

Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat.” 

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 

menyampaikan bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang 

mendapatkan hasil opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk kelima kalinya 

secara berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2019 dari Badan Pengawasan 
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Keuangan (BPK). (www.bpk.go.id). Berikut adalah hasil opini BPK terhadap 

Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2015-2019: 

Tabel 1.1 

Opini LKPD Tahun 2015-2019 

Provinsi Riau 

TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

WTP WTP WTP WTP WTP 

(sumber : IHPS Semester 1 Tahun 2020 (www.bpk.go.id)) 

Berdasarkan fakta yang dapat diketahui dari Tabel 1.2 BPK memberikan 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Provinsi Riau selama lima tahun 

berturut-turut. Opini tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya penurunan 

kualitas pelaporan keuangan. Tidak adanya penurunan kualitas pelaporan dengan 

hasil WTP belum bisa dijadikan dasar untuk memastikan bahwa laporan keuangan 

di Provinsi Riau benar-benar berkualitas dikarenakan BPK mengatakan masih 

menemukan 4 catatan kelemahan dan 9 permasalahan terkait ketidakpatuhan 

pemprov Riau untuk dievaluasi. 

Pertama mengenai penyertaan modal kepada 4 BUMD Provinsi Riau yang 

belum disajikan. Catatan selanjutnya adalah pengelolaan asset Pemerintah 

Provinsi Riau belum terkelola sepenuhnya seperti pengelolaan mobil-mobil dinas 

yang tidak membayar pajak dan banyak pejabat yang menguasai mobil dinas lebih 

dari satu. Ketiga, pengelolaan pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya 

optimal dan catatan yang terakhir adalah pengelolaan investasi dan budi daya ikan 

di Dinas Perikanan dan kelautan tak sesuai ketentuan 

(https://www.halloriau.com/) 

http://www.bpk.go.id/
https://www.halloriau.com/
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 Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019, BPK 

menemukan beberapa permasalahan yang ada di Provinsi Riau diantaranya 

permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan, 

permasalahan kekurangan penerimaan dimana penerimaan negara/daerah selain 

denda keterlambatan belum ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas 

Negara/daerah dan penggunaan langsung penerimaan Negara/daerah senilai 

Rp180,35 juta.. 

Pemerintah sangat memerlukan laporan keuangan yang benar-benar 

berkualitas supaya menghasilkan informasi yang berkualitas. Untuk mencapai hal 

tersebut diperlukan penunjang yang dapat mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan. Maka, perlu melakukan suatu penelitian yang menganalisis faktor 

tersebut untuk menentukan seberapa besar dampaknya kepada kualitas LKPD. 

Pramudiarta (2015) menyatakan bahwa untuk pengelolaan keuangan 

daerah yang efektif, SKPD perlu mempunyai SDM yang bertalenta, ditunjang 

dengan latar belakang pendidikan akuntansi, ikut serta dalam pelatihan serta 

pendidikan dan pengalaman dibagian keuangan. Ini dipergunakan saat 

mengaplikasikan sistem akuntansi. SDM yang handal merupakan asset penting 

untuk pemerintah daerah dalam mewujudkan kualitas dalam sebuah laporan 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sebagai dasr 

pengambilan keputusan baik bagi pengguna internal maupun eksternal, dimana 

aspek yang mampu mempengaruhi produktivitas menurut Afandi, P. (2018) terdiri 

dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, maupun perilaku.  
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Penelitian mengenai sumber daya manusia dilakukan oleh Galuh Eka 

(2020) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan, namun Firly (2019) menyatakan bahwa 

sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

Selain itu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Tata Sutabri 

(2014:3) pemanfatan informasi ialah teknologi yang dipergunakan utnuk 

mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi, yaitu 

informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang dipergunakan untuk 

keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dalam pengambilan keputusan. 

Teknologi saat ini berkembang pesat dan memberi segala manfaat dalam banyak 

aspek kegiatan, terutama dalam bisnis. Adanya teknologi informasi memberikan 

banyak keuntungan, akan tetapi penerapan teknologi informasi tidak mudah, 

apabila tidak mengetahui atau dapat menggunakan teknologi informasi maka akan 

merugikan sehingga akan menambah biaya. Keterbatasan penerapan teknologi 

informasi ini terkait dengan hardware, software, pemutakhiran data, keadaan 

sumber daya manusia serta biaya terbatas. Hambatan ini merupakan salah satu 

penyebab belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah.   

Penelitian mengenai pemanfataan teknologi informasi pernah diteliti oleh 

Arisa (2019) yang mengatakan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh 

signifikan terhadap laporan keuangan, namun pendapat Galuh (2020) 
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Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah selain membutuhkan 

sumber daya manusia yang handal juga perlu adanya penerapan SAKD. 

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), SAKD berguna sebagai 

pengoptimalan akuntanbilitas dan keandalan pengelola keuangan dengan 

mengembangkan dan memberlakukan SAP. (Nurillah,2014).  

Menurut permendagri No. 59 Tahun 2007 sistem akuntansi keuangan 

daerah yaitu “deretan langkah yang diawali dengan mengumpulkan data, 

pencatatan, pengikhtisaran, berakhir dengan pelaporan keuangan dalam bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan dengan cara manual atau 

aplikasi komputer.”  

Penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pernah 

dilakukan oleh Arisa (2019) yang menyebutkan bahwa penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, 

namun penelitian yang dilakukan oleh Firly (2019) bahwa penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah.  

Ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan serta banyak instansi pemerintah 

yang belum bisa menciptakan laporan keuangan berkualitas tinggi sejalan dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan menarik peneliti untuk menelaah mengenai 

faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Deni (2017) 

dengan mengganti sampel atau objek penelitian pada SKPD di Provinsi Riau. 

Sehubungan dengan uraian yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti terdorong 

untuk meneliti lebih lanjut penelitian berjudul: Pengaruh Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Provinsi Riau). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau 

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau 

3. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau 

4. Apakah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh kompetensi sumber 

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan 

daerah pada SKPD Provinsi Riau. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a) Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan 

keuangan daerah dan faktor-faktor yang memperngaruhi kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau. 

b) Bagi SKPD 

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengambil 

kebijakan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan daerahnya 

dimasa yang akan datang. 

c) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengembangan serta sumber informasi atau masukan pada penelitian 

selanjutnya dalam bidang yang smaa. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi atas enam bab yang 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang  masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Bab ini berisikan teori-teori atau konsep yang sesuai dan melandasi 

penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan objek penelitian, lokasi dan objek penelitian, 

operasioal dan pengukuran variable, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian,  

pemaparan hasil pengolahan data penelitian sesuai dengan metode 

penelitian yang digunakan dan penjelasan atas hasil penelitian dengan 

argumentasi logis sesuai dengan topik penelitian. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data 

yang telah dilakukan serta saran-saran yang dikemukakan untuk 

penelitian berikutnya. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, 

mengklarifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya 

akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-

pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (sujarweni, 2015:1). 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun (2010) 

pasal 1 ayat 2 akuntansi adalah: 

“proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 

penginterprestasian atas hasilnya.” 

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam 

yaitu:  

1. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting) Adalah bidang akuntansi 

yang menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk semua 

pihak terutama pihak-pihka dari luar perusahaan, sehingga laporan yang 

dihasilkan bersifat serbaguna. 

2. Akuntansi Manajemen (Management Accounting) Adalah akuntansi yang 

digunakan untuk memberikan informasi bagi manajemen agar manajemen 

dapat mengambil sebuah keputusan untuk dapat mencapai tujuan 

perusahaan. 

3. Akuntansi Biaya (Cost Accounting) Adalah akuntansi yang kegiatan 

utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, 

mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga 

pokok produksi.  

4. Akuntansi Pemeriksaan (Auditing) Bidang ini berhubungan dengan 

pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa 

lebih dipercaya secara obyektif.  

5. Sistem Akuntansi (Accounting System) Bidang ini melakukan perancangan 

dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi. 
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6. Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) Adalah bidang akuntansi yang 

bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan 

perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku.  

7. Akuntansi Anggaran (Budgeting) Bidang ini berhubungan dengan 

penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan 

untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan 

pengawasannya.  

8. Akuntansi Organisasi Nir laba (Non Profit Accouting) Adalah bidang 

akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba 

seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain. 

 

2.1.2  Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan 

pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih (Setyaningrum, 2012). 

Pemerintahan Daerah merupakan Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas pembantu dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah di Indonesia terdiri 

dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang 

terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu 

oleh Perangkat Daerah. 

Perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan 

jalannya pemerintahan merupakan fungsi dari pemerintah daerah. Menurut  
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Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 fungsi dari pemerintah daerah 

adalah :  

1. “Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  

2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.  

3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. 

Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan 

umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.” 

 

Unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah meliputi Gubernur, Bupati, 

atau Walikota, dan perangkat daerah. Dalam kaitan ini, peran pemerintah daerah 

ialah segala sesuatu yang berbentuk otonomi daerah dan merupakan hak, 

kekuasaan, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur urusan 

pemerintahan dan menjaga kepentingan social daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “bahwa dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi menyusun laporan 

keuangan yang meliputi:  

1. Laporan Realisasi Anggaran  

2. Neraca  

3. Catatan Atas Laporan Keuangan  

Dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, pemerintah daerah 

berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP Nomor 24 Tahun 2004) 

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Analisis laporan keuangan 
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diperlukan untuk menilai pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah pada 

tahun anggaran. Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apakah 

kondisi keuangan daerah telah membaik atau malah memburuk dibandingkan 

tahun yang terdahulu.” 

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut (Suteja,2018) “Laporan keuangan adalah suatu laporan yang 

menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode 

tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan.” 

Menurut Mahmudi (2016) pemerintah daerah wajib menyusun laporan 

keuangan karena beberapa alasan. Dari perspektif internal, laporan keuangan yaitu 

sarana pengawasan dan pemeriksanaan kinerja pemerintah. Bagi pihak internal 

laporan keuangan yaitu sebuah bentuk pertanggungjawaban internal (internal 

accountability), yaitu bentuk pertanggungjawaban Kepala/Pimpinan daerah 

terhadap pemerintah daerah dan staf  DPRD. Sedangkan, dari perspektif pengguna 

eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk 

pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada public, investor, kreditur, lembaga 

donor, akademisi dan pengamat, pers, dan industri nasional maupun daerah serta 

pemangku kepentingan lainnya sebagai landasan untuk pengambilan keputusan 

ekonomi, sosial dan politik (external accountability). 

Laporan keuangan dibikin untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

publik. Transaparansi berarti keterbukaan (openness), yaitu keterbukaan 

pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan pengelolaan sumber 
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daya publik kepada pihak yang berkepentingan. Sementara itu, akuntabilitas 

publik pemerintah daerah, memiliki kepentingan untuk memberikan informasi dan 

mengungkapkan kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah daerah kepada pihak 

yang berkepentingan. 

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan “laporan yang 

tersusun mengenai posisi keuangan serta transaksi yang dilakukan oleh entitas 

pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus disusun berdasarkan standar 

akuntansi yang berlaku agar laporan keuangannya dapat dibandingkan dengan 

laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan entitas yang lain. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan bisa dilihat dari 

karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu:  

1. Relevan  

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang relevan dapat 

mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa peristiwa masa lalu dan masa kini. Relevan 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut:  

a. Manfaatan umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan 

pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi masa lalu.  

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat 

membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang 

berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.  

c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat 

berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.  

d. Lengkap Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan.  

2. Andal  
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Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan 

material maupun hal yang menyesatkan, informasi harus disajikan secara 

fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal harus 

memenuhi karakteristik berikut; Penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan 

netralitas.  

3. Dapat dibandingkan  

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 

entitas lain.  

4. Dapat dipahami  

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh para 

pengguna. Oleh Sebab itu, terciptalah Informasi yang dapat dipahami dan 

dipelajari oleh khalayak umum sehingga Informasi menjadi relevan 

terhadap keputusan yang akan di lakukan.” 

 

2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Nawawi (2000) dalam Sunyoto (2012) menyatakan sumber daya manusia 

mencakup tiga defenisi, yaitu: (a) SDM ialah orang-orang yang bertugas dalam 

organisasi, yaitu tenaga kerja, pegawai atau karyawan, (b) SDM ialah kemampuan 

manusia untuk menjadi pendorong suatu organisasi untuk menciptakan 

eksistensinya, (c) SDM adalah kemampuan yang berfungsi sebagai asset dan 

pegangan dalam suatu organisasi yang bisa dibentuk menjadi potensi nyata secara 

fisik ataupun non fisik untuk menciptakan eksistensi suatu organisasi. Kualitas 

dan kinerja suatu organisasi sangat bergantung pada sumber daya manusia, karena 

dalam suatu organisasi keberadaan sumber daya manusia tidak bisa digantikan 

oleh factor yang lain. 

Menurut Sedarmayanti (2017) karakteristik sumber daya manusia adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengetahuan (Knowledge) 

2. Keterampilan (skill) 
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3. Sikap (attitude) 

Aspek yang mampu mempengaruhi produktivitas menurut Afandi, P. (2018) 

meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, maupun perilaku. 

Pegawai yang memiliki wawasan serta pendidikan tinggi diharapkan bisa 

menciptakan pekerjaan yang unggul dan produktif. Keterampilan mengacu pada 

kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang bersifat teknis. 

Kemampuan terbentuk dari sekumpulan kompetensi yang dimiliki pegawai. 

Pramudiarta (2015) menyatakan bahwa untuk pengelolaan keuangan daerah 

yang efektif, SKPD perlu mempunyai SDM yang bertalenta, ditunjang dengan 

latar belakang pendidikan akuntansi, ikut serta dalam pelatihan serta pendidikan 

dan pengalaman dibagian keuangan. Ini dipergunakan saat mengaplikasikan 

sistem akuntansi. SDM yang handal merupakan asset penting untuk pemerintah 

daerah dalam mewujudkan kualitas dalam sebuah laporan keuangan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sebagai dasr pengambilan keputusan 

baik bagi pengguna internal maupun eksternal. 

Rekrutmen SDM adalah suatu proses untuk mencari calon pegawai, 

karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan 

sumber daya manusia organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan 

analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan/job description dan 

juga spesifikasi pekerjaan/job specification. Penarikan tenaga kerja merupakan 

proses pencarian calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan jenis 

yang dibutuhkan. Penarikan tenaga kerja berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 
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tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kualitasnya, baik dalam jangka pendek, 

menengah maupun jangka panjang. 

2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Dalam kondisi lingkungan yang penuh ketidakpastian sangat dibutuhkan 

informasi yang cepat, andal dan akurat. Apabila perusahaan telah melakukan 

inverasi dibidang informasi maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Teknologi 

informasi terdiri dari computer, perangkat lunak (software), database, jaringan, 

electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi 

(Wilkinson et al, 2000 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010). 

Menurut Tata Sutabri (2014:3) pemanfatan informasi ialah teknologi yang 

dipergunakan utnuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, 

menyusun, menyimpan, memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas tinggi, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang 

dipergunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dalam 

pengambilan keputusan.. Menurut Wardani dan Ika (2017)  indikator pemanfaatan 

teknologi informasi antara lain:  

1. Proses kerja secara elektronik 

2. Pengolahan dan penyimpanan data keuangan.  

3. Pengolahan informasi dengan jaringan internet.  

4. Sistem Manajemen. 

5. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat computer. 

 

2.1.7 Penerapan Sistem Akuntansi Kuangan Daerah (SAKD) 

Menurut Pemendagri No. 59 Tahun 2007 “Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD) sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan 

data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam 



18 

 

 

 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara 

manual atau menggunakan aplikasi komputer.” 

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian 

tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. 

Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah sesuai 

Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 

yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, 

prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi aset. 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki beberapa 

karakteristik yang sama dengan Sistem Akuntansi Keuangan Pusat (SAKP), 

diantaranya : 

1. Basis Akuntansi  

SAKD memiliki basis kas yang digunakan pada Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) dan basis akrual pada neraca. 

2. Sistem Pembukuan Berpasangan  

Sistem pembukuan berpasangan (double entry system) didasarkan pada 

persamaan akuntansi.  

Laporan keuangan dikerjakan oleh tiap SKPD. Selanjutnya, laporan 

keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi Laporan Keuangan 

Pemerintah Provinsi/ Kota/ Kabupaten. Laporan keuangan yang dibuat ialah ;  

1. Laporan Realisasi Anggaran  

2. Neraca  

3. Catatan atas Laporan Keuangan  
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Laporan keuangan disajikan dua kali pada satu tahun anggaran, yaitu semester 

pertama dan semester kedua. Laporan semester kedua disertakan data dan 

informasi keuangan semester satu (I) dan semester dua (II). 

2.1.8 Hubungan Antar Variabel 

a. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas 

Lapaoran Keuangan Daerah 

Kemampuan SDM meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dapat 

memungkinkan laporan keuangan memenuhi karakteristiknya, sehingga 

memungkinkan untuk menerapkan pelaksaaan tugas serta fungsi organisasi untuk 

memperoleh laporan keuangan berkualitas tinggi. di sisi lain, jika sumber daya 

manusia tidak sepenuhnya kompeten, maka tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas tidak 

dapat ditetapkan. 

Dengan adanya sumber daya manusia berkompeten dalam pengelolaan 

keuangan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dan akan menyajikan informasi laporan keuangan yang 

berkualitas, dimana kompetensi SDM ialah kemampuan yang harus dipunyai 

pegawai seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Suparno, 2005:24). 

Penelitian mengenai sumber daya manusia dilakukan oleh Galuh Eka (2020) yang 

menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan, namun Firly (2019) menyatakan bahwa sumber daya manusia 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji 

kembali hubungan antara kompentensi sumber daya manusia terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

b. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Daerah 

Teknologi saat ini berkembang sangat pesat dan memberikan banyak 

kemudahan dalam segala aspek kegiatan, terutama dalam bisnis. Adanya 

teknologi informasi memberikan banyak keuntungan, akan tetapi penerapan 

teknologi informasi tidak gampang, apabila tidak mengetahui atau dapat 

menggunakan teknologi informasi maka akan merugikan sehingga akan 

menambah biaya. Keterbatasan penerapan teknologi informasi ini terkait dengan 

hardware, software, pemutakhiran data, keadaan sumber daya manusia serta biaya 

terbatas. Hambatan ini merupakan salah satu penyebab belum optimalnya 

pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah.  

Penelitian mengenai pemanfataan teknologi informasi pernah diteliti oleh 

Arisa (2019) yang mengatakan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh 

signifikan terhadap laporan keuangan, namun pendapat Galuh (2020) 

Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Dari penjelasan yang ada, maka penelitian ini bertujuan menguji kembali 

hubungan antara pemanfataan teknologi informasi terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 
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c. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap 

Kualitas Laporan keuangan Daerah 

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah selain membutuhkan 

sumber daya manusia yang kompeten juga perlu adanya penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bertujuan dalam pengoptimalan 

akuntanbilitas serta keandalan pengelola keuangan dengan mengembangkan serta 

memberlakukan standar akuntansi pemerintahan. (Nurillah,2014).  

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 sistem akuntansi keuangan 

daerah adalah “deretan langkah yang diawali dengan mengumpulkan data, 

pencatatan, pengikhtisaran, berakhir dengan pelaporan keuangan dalam bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan dengan cara manual maupun 

aplikasi komputer.” Penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan 

daerah pernah dilakukan oleh Arisa (2019) yang menyebutkan bahwa penerapan 

sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, 

namun penelitian yang dilakukan oleh Firly (2019) bahwa penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Dari penjelasan yang ada, maka penelitian ini bertujuan menguji kembali 

hubungan antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel dan 

Metode Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Galuh Eka 

Agustin (2020) 

Pengaruh Penerapan 

Sitem Akuntansi 

Keuangan Daerah, 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

dan  Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan Daerah 

(Studi Empiris Pada 

Organisasi Perangkat 

Daerah Kota 

Surabaya) 

Variable independen 

- Penerapan system 

akuntansi keuangan 

daerah 

- Pemanfaatan teknologi 

informasi 

- Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 

Variabel dependen  

- Kualitas Laporan 

Keuangan 

Hasil Penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa Penerapan 

system akuntansi 

keuangan daerah 

dan kompetensi 

sumber daya 

manusia 

berpengaruh 

positif terhadap 

kualitas laporan 

keuangan, 

sedangkan 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

2 Firly Nahdya 

Badrun (2019) 

Pengaruh  

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Sitem 

Akuntansi Keuangan 

Daerah dan 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Daerah Kabupaten 

Bolaang Mongondow 

Utara 

Variable independen 

- kompetensi Sumber 

daya manusia 

- System akuntansi 

keuangan daerah 

- Pemanfaatan teknologi 

informasi 

Variabel dependen  

- Kualitas Laporan 

Keuangan 

Hasil Penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa 

kompetensi 

sumber daya 

manusia, 

penerapan system 

akuntansi 

keuangan daerah 

dan pemanfaatan 

teknologi 

informasi tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

3 Arisa Ariani Pengaruh kompetensi Variabel Independen Hasil Penelitian 
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(2019) sumber daya manusia, 

penerapan system 

akuntansi keuangan 

daerah (SAKD), 

Pemanfaatan 

teknologi informasi 

dan system 

pengendalian intern 

terrhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah daearah ( 

studi empiris pada 

SKPD Kota 

Pekanbaru) 

- kompetensi Sumber 

daya manusia 

- System akuntansi 

keuangan daerah 

- Pemanfaatan teknologi 

informasi 

- Sistem Pengendalian 

Intern  

Variabel dependen  

- Kualitas Laporan 

Keuangan 

ini menunjukkan 

bahwa 

kompetensi 

sumber daya 

manusia, 

penerapan system 

akuntansi 

keuangan daerah 

dan pemanfaatan 

teknologi 

informasi, system 

pengendalian 

intern 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

4 Deni Yuwilia 

Wardani 

(2017) 

Pangaruh Sdm, 

Penerapan Aplikasi 

Keuangan Dan 

Penerapan Sap 

Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara 

Variable independen 

- Kompetensi sumber  

daya manusia 

- Penerapan aplikasi 

keuangan 

- Standar akuntansi 

pemerintahan 

Variable dependen : 

- Kualitas laporan 

keuangan 

Hasil penelitian 

ini adalah 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia 

berpengaruh 

positif terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

berpengaruh 

negatif terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan tetapi 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah 

(SAKD) dan 

Pengendalian 

Intern tidak 

berpengaruh 

terhadap Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

5 Andini 

Yusrawati 

(2015) 

Pengaruh Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, Penerapan 

Variable independen 

- Sumber Daya 

Manusia 

Bahwa 

Kompetensi SDM 

dan penerapan 
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Sistem Akuntansi 

Keuangan daerah 

Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Daerah pada SKPD 

Kabupaten Empat 

Lawang 

- Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan 

Daerah  

Variable dependen 

-  Kualitas laporan 

keuangan 

sesitem akuntansi 

keuangan daerah 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

daerah pada 

SKPD Kabupaten 

Empat Lawang 

 

2.3 Model Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

hubungan antara variable terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah dengan variable bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD). Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan 

pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual 

penelitian ini digambarkan pada model berikut ini: 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah (Y1) 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia (X1) 

 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

(X2) 

 

Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD) (X3) 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah digambarkan diatas, maka 

hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Provinsi Riau  

H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Provinsi Riau 

H3 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Berpengaruh 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD 

Provinsi Riau 

H4 : Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Berpengaruh 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD 

Provinsi Riau 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara 

kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi/sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2016) 

Jenis dari penelitian ini ialah hubungan sebab akibat (asosiatif kausal). 

Menurut Sugiono (2016:55) penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang 

bermaksud untuk mencari tahu kaitan antar dua variabel atau lebih. Dengan 

penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk 

menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Hubungan kausal 

merupakan hubungan sebab-akibat, salah satu variable (independen) 

mempengaruhi variable yang lain (dependen). 

3.2 Lokasi/Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah SKPD Provinsi 

RIiau. Masalah yang diteliti adalah “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah” 
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Untuk menguji hipotesis yang diajukan variable yang diteliti dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi variable dependen dan variable 

independen. 

3.3.1 Variabel Dependen  

Menurut Sugiono (2016:39), variable dependen adalah variable yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variable independen. Variable 

dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah (Y). Indikator yang digunakan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.71 

Tahun 2010 adalah “laporan keuangan yang mempunyai karakteristik relevan, 

handal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.” 

Pertanyaan di kuesioner penelitian mengenai variabel dependen kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada skripsi Deni (2017).  Setiap 

item dari tiap variabel digunakan sebagai acuan dalam membuat kuesioner yang 

jawabannya akan diberi nilai: 

1. Sangat Setuju (SS) skor 5  

2. Setuju (S) skor 4 

3. Kurang Setuju (KS) skor 3 

4. Tidak Setuju (TS) skor 2  

5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1 
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3.3.2 Variabel Independen  
 

Menurut Sugiono (2016:39), Variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable 

terikat (dependen). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah : 

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia  

Kualitas sumber daya manusia adalah keahlian dan karakter yang dikuasai 

oleh seorang pegawai berbentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku 

yang dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban jabatannya, sehingga pegawai 

tersebut mampu menjalankan kewajibannya secara profesional, efektif dan efisien 

(Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007). Indikator yang digunakan dari 

variabel ini ialah Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan.  

Pertanyaan di kuesioner penelitian mengenai mengenai variabel independen 

kompetensi sumber daya manusia didasarkan pada Deni (2017).  Setiap item dari 

tiap variabel digunakan sebagai acuan dalam membuat kuesioner yang 

jawabannya akan diberi nilai:  

1. Sangat Setuju (SS) skor 5  

2. Setuju (S) skor 4 

3. Kurang Setuju (KS) skor 3 

4. Tidak Setuju (TS) skor 2  

5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1 
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b. Pemanfaatan teknologi informasi  

Dalam kondisi lingkungan yang penuh ketidakpastian sangat dibutuhkan 

informasi yang cepat, andal dan akurat. Apabila perusahaan telah melakukan 

inverasi dibidang informasi maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Teknologi 

informasi terdiri dari computer, perangkat lunak (software), database, jaringan, 

electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi 

(Wilkinson et al, 2000 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010). Indikator 

pengukuran dari variabel ini adalah Pemanfaatan Komputer dan Pemanfaatan 

Jaringan Internet. 

Pertanyaan di kuesioner penelitian mengenai mengenai variabel independen 

pemanafaatan teknologi informasi didasarkan pada Deni (2017).  Setiap item dari 

tiap variabel digunakan sebagai acuan dalam membuat kuesioner yang 

jawabannya akan diberi nilai:  

1. Sangat Setuju (SS) skor 5  

2. Setuju (S) skor 4 

3. Kurang Setuju (KS) skor 3 

4. Tidak Setuju (TS) skor 2  

5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1   

c. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

Menurut Pemendagri No. 59 Tahun 2007 “Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD) sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan 

data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara 
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manual atau menggunakan aplikasi komputer.” Indikator pengukuran dari variabel 

ini adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan prosedur 

pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum. 

Pertanyaan di kuesioner penelitian mengenai mengenai variabel independen 

penerapan system akuntansi keuangan daerah (SAKD) didasarkan pada Deni 

(2017).  Setiap item dari tiap variabel digunakan sebagai acuan dalam membuat 

kuesioner yang jawabannya akan diberi nilai:  

1. Sangat Setuju (SS) skor 5  

2. Setuju (S) skor 4 

3. Kurang Setuju (KS) skor 3 

4. Tidak Setuju (TS) skor 2  

5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1  

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah Seluruh objek yang menjadi sumber dalam pengambilan 

sampel (Sugiono,2012). Populasi di penelitian ini ialah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Provinsi Riau sebanyak 48 SKPD sedangkan yang digunakan 

untuk sampel berjumlah 28 SKPD.  

Tabel 3.1 

Daftar Populasi SKPD Provinsi Riau 

NO NAMA SKPD PROVINSI RIAU 

1 Sekreatariat Daerah Provinsi Riau 

2 Inspektorat Provinsi Riau 

3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

4 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau 

5 
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat Provinsi Riau 

6 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau 

7 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau 
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8 
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi 
Riau 

9 Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau 

10 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan 
Desa Provinsi Riau 

11 
Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana Provinsi Riau 

12 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 

13 Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau 

14 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau 

15 Badan Penghubung Provinsi Riau 

16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

17 RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau 

18 RSJ Tampan Provinsi Riau 

19 Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

20 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau 

21 Dinas Kesehatan Provinsi Riau 

22 Dinas Sosial Provinsi Riau 

23 
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan 
Provinsi Riau 

24 Dinas Perhubungan Provinsi Riau 

25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau 

26 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau 

27 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau 

28 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau 

29 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau 

30 Dinas Peternakan Provinsi Riau 

31 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau 

32 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 

33 Dinas Kehutanan Provinsi Riau 

34 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau 

35 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

36 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data 
Elektronik Provinsi Riau 

37 Sekretaris DPRD Provinsi Riau 

38 Satuan Polisi Pamong Praja 

39 Sekretaris Korpri Provinsi Riau 

40 Biro Tata Pemerintahan 

41 Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 

42 Biro Hubungan Masyarakat 

43 Biro Administrasi Pembangunan 

44 Biro Adminstrasi Perekonomian 
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45 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

46 Biro Umum 

47 Biro Keuangan 

48 Biro Perlengkapan 

Sumber : https://www.riau.go.id/home/en/content/8/organisasi-pemprov 

 Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Purposive 

Sampling, yaitu suatu mode pemilihan sampel dengan memberikan kriteria-

kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dijadikan sampel penelitian. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini disebabkan keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu. Pemilihan badan, dinas dan inspektorat dilakukan dengan alasan yaitu 

instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah yang berarti menyusun, 

menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran dari pemerintah daerah. 

Bendahara dan Staff Keuangan merupakan responden dalam 28 SKPD. Akan ada 

2 pegawai menjadi responden di tiap SKPD. 

Tabel 3.2 

Nama SKPD yang menjadi Sampel dalam Penelitian 

No Nama Responden 

1 Inspektorat Provinsi Riau 2 

2 Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2 

3 Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2 

4 Dnas Komunikasi, Informatika Dan Statistic 2 

5 Dinas Pariwisata Provinsi Riau 2 

6 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 2 

7 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau 2 

8 Dinas Sosial Provinsi Riau 2 

9 Dinas Perindustrian Provinsi Riau 2 

10 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau 2 

11 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutan Perovinsi Riau 2 

12 Dinas Kelautan Dan Perikanan 2 

13 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2 

14 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi 

Riau 
2 

15 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 2 
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Anak Provinsi Riau 

16 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2 

17 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 
2 

18 Dinas Peternakan Kesehatan Hewan 2 

19 Dinas Perhubungan Provinsi Riau 2 

20 Dinas Kebudayaan 2 

21 Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Dan Perkebunan 2 

22 Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2 

23 Badan Kepegawaian Daerah 2 

24 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau 2 

25 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia 2 

26 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 2 

27 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Riau 
2 

28 
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi 

Riau 
2 

JUMLAH 56 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer. Data 

primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan langsung dari sumbenya 

(Pramudiarta,2015). Data primer didapat berdasarkan jawaban kuesioner dari 

responden. Kuesioner dibuat dengan baik serta jelas supaya responden dapat 

mengerti isi kuesioner dan mencapai respon rate yang tinggi. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data 

sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut 

Sugiyono (2016:224), teknik pengumpulan data merupakan data yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
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mengumpulkan data. Wawancara dan kuesioner digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data pada riset ini. 

1. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2017:194) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

dari responden tersebut sedikit. Pada penelitian ini wawancara dilakukan 

kepada salah satu pegawai pada masing-masing SKPD di Provinsi Riau 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2016:142). Kuesioner penelitian ini 

langsung diserahkan kepada responden atau meminta bantuan salah satu 

pegawai pada masing-masing SKPD untuk mengkoordinir penyebaran dan 

pengumpulan kuesioner pada SKPD tersebut. 

3.7 Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data dimaksudkan untuk mengetahui besar tingkat konsistensi 

dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian. 

Pengujian terhadap kualitas data penelitian ini dapat dilakukan dengan uji 

validitas dan uji reabilitas. 

3.7.1 Uji Validitas Data 
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Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Validitas item-item pertanyaan kuesioner dapat diukur dengan melakukan korelasi 

antara skor item pertanyaan dengan total skor variabel atau konstruk, Apabila 

korelasi antara masing-masing item atau indikator terhadap total skor variabel 

menunjukkan hasil probabilitas <0,01 atau <0,05 beerarti angka probabilitas 

tersebut signifikan schingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing item 

pertanyaan adalah valid (Sugiyono,2016). 

3.7.2 Uji Reabilitas 

Uji Reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai 

cronbach alpa untung masing-masing variabel. Suatu alat dikatakan reliable jika 

nilai cronbach alpha >0,60. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika distribusi 

datanya normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan 

melihat grafik normal P-P Plot dan uji Kolmogorov Smirnov. Grafik histogram 
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membandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka 

garis yang digambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi 

salah satunya adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya, dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan olch variabel lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih yang tidak dijclaskan olch variabei independen 

Jainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Dasar 

pengambilan keputusan adalah apabila nilai tolerance >0,1 atau sama dengan nilai 

VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam modcl regresi. 

c. Uji Heterosgedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan 

menggunakan grafik scatterplot. Pendeteksian mengenai ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 
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pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized. 

3.8 Teknik analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif 

yang membandingkan data yang ada dengan berbagai teori yang mendukung dan 

bersifat menjelaskan atau menguraikan dan memakai bantuan SPSS (Statistical 

Package for Social Science) versi 26.00. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi 

Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Provinsi Riau, analisis yang digunakan adalah model regresi 

berganda. Bentuk persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

a: Konstanta 

X1: Kompetensi Sumber Daya Manusia 

X2: Pemanfaatan Teknologi Informasi 

X3: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

b1: Koefisien Regresi X1 

b2: Koefisien Regresi X2 

b3: Koefisien Regresi X3 

e: Tingkat kesalahan penganggu (eror) 

3.9 Koefisien Determinasi 
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Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi R2 untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi R2 adalah antara nol sampai 1. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Nilai R2 mendekati 1 berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

3.10 Pengujian Hipotesis 

Untuk menentukan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen maka dalam penelitian ini akan menggunakan uji t dan uji f 

untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan. 

 

 

3.10.1 Uji t 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing- masing variabel 

penjelas atau independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2016:98). Level of significant pada tarif a = 5% dengan derajat kebebasan 

dinyatakan dalam df-n-1 yang merupakan uji satu sisi (one tiled test). Pengujian 

dilakukan dengan cara membandingkan dengan kriteria: 

1) Jika tHitung > tTabel, atau p value < α = 0,00, maka Ho ditolak atau Ha 

diterima, artinya variable independen berpengaruh terhadap variable 

dependen 
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2) Jika tHitung < tTabel, atau p value > α = 0,00, maka Ho diterima atau Ha 

ditolak, artinya variable independen tidak berpengaruh terhadap 

variable dependen 

 

 
Gambar 3.1 

Penerimaan Hipotesis Uji t 

 

3.10.2 Uji F 

Menurut Ghozali (2016) uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk 

mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (Goodness 

of fir). Uji F menguji apakah variabel independen yang mampu menjelaskan 

variabel dependen secara baik atau menguji apakah model yang digunakan telah 

fit atau tidak (Ghozali, 2016:98). Menentukan F tabel dilakukan dengan 

menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% dengan derajat kebebasan pembilang 

(di)-k dan derajat kebebasan penyebut (df)-n-k-l dimana k adalah jumlah variabel 

bebas. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan dengan kriteria: 

1) Jika FHitung > FTabel, atau p value < α = 0,00, maka Ho ditolak atau Ha 

diterima, artinya model yang digunakan bagus (fit). 
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2) Jika FHitung < FTabel atau p value >  α = 0,05, maka Ho diterima atau 

Ha tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus (tidak 

fit) 

 
Gambar 3.2 

Penerimaan Hipotesis uji F 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Provinsi Riau 

 Sejarah Provinsi Riau dalam Riau.go.id menyebutkan Secara etimologi, 

kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang artinya sungai. Riau dirujuk 

hanya ke wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawahan Johor) di Pulau 

Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw 

pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan Riouw 

oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau. 

Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah berjaya 

di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura 

(1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-

1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang 

Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. 

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat 

No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 

1958.Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun 

waktu 6 tahun 17 November 1952 s / d 5 Maret 1958). 

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258 

/ M / 1958, Mr.SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau 

pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri 

yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu / pada Keputusan Menteri Dalam 
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Negeri No. Desember / I / 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru 

menjadi ibukota Provinsi Riau menggatikan Tanjung Pinang. 

Berikut nama-nama Gubernur Riau dan periode jabatannya: 

1. Tn. SM Amin Periode 1958 – 1960 

2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 – 1966 

3. H. Arifin Ahmad Periode 1966 – 1978 

4. Jam Subrantas.S Periode 1978 – 1980 

5. H. Prapto Prayitno (Plt) 1980 

6. H. Imam Munandar Periode 1980 – 1988 

7. H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988 

8. Atar Sibero (Plt) 1988 

9. H. Soeripto Periode 1988 – 1998 

10. H. Saleh Djasit Periode 1998 – 2003 

11. HM Rusli Zainal Periode 2003 - September 2008 dan periode November 

2008 -2013 

12. H. Wan Abubakar MSi Periode September 2008 - Nopember 2008 (Plt. 

Gubernur, karena Gubernur incumbent mengundurkan diri mengikuti 

Pilkada Gubernur Riau periode 2008 – 2013) 

13. M Rusli Zainal Periode 2008 – 2013 

14. Prof.Dr.Djohermansyah Djohan, MA (Plt) Periode 2013 – 2014 

15. Drs. H. Annas Maamun Periode Februari 2014 - September 2014 

16. Ir. Arsyadjuliandi Rachman. MBA Periode 2014 – 2018 

17. H.Wan Thamrin HasyimPeriode 2018 – Februari 2019 
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18. Drs. H. Syamsuar, M.Si Periode 2019 – Sekarang 

4.1.2 Visi dan Misi Provinsi Riau 

a. Visi Pembangunan Provinsi riau 

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2024 , yaitu: 

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan 

Unggul Di Indonesia” 

1. Berdaya Saing : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung 

pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang 

handal dan lingkungan hidup yang lestari 

2. Sejahtera : kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan 

meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, 

menurunnya kemiskinan dan pengangguran 

3. Bermartabat : mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan 

dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan 

falsafah melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat 

4. Unggul : menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni 

dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik 

dan penyelenggaraan pemerintahan 

 

b. Misi Pembangunan Provinsi Riau 

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah 

sebagai berikut: 
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1.  Mewujudkan Sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan 

berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya 

2.  Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan 

berwawasan lingkungan 

3.  Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya 

saing 

4.  Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan 

mengembangkan pariwisata yang berdaya saing 

5.  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik 

yang prima berbasis Teknologi Informasi 

4.2 Hasil Penelitian 

Penelitian kuesioner dilakukan dengan cara mengantarkan langsung ke 

lokasi penelitian yaitu 28 SKPD di Provinsi Riau. Responden berdasarkan 

penelitian ini merupakan staff keuangan yang terdapat pada 28 SKPD di 

Provinsi Riau. Pembagian kuesioner dilakukan dari tanggal 24 Januari 2022 

hingga selesai. Jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 56 (rangkap) dan 

jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 56 (rangkap). Berikut 

penjelasan yang dapat dilihat pada tabel 4.1  

Tabel 4.1 

Jumlah Responden dan Tingkat Pengembalian 

Keterangan Jumlah Persentase 

Total kuesioner yang dikirim 56 100% 

Total kuesioner yang kembali 56 100% 

Total kuesioner yang tidak kembali - - 

Total kuesioner yang tidak dapat dianalisis - - 

Total kuesioner yang dapat dianalisis 56 100% 

Sumber : Data Olahan, 2022 
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4.2.1 Karakteristik Profil Responden 

Karakteristik responden terdiri dari jenis kelamin,pendidikan terakhir dan 

lama bekerja. Adapun karakteristik responden pada SKPD di Provinsi Riau antara 

lain: 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 dibawah menunjukkan hasil uji deskripsi responden berdasarkan 

jenis kelamin. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Deskripsi Responden Bedasarkan jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 17 30,4 30,4 30,4 

Perempuan 39 69,6 69,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Sumber : Data Output SPSS, 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.2 mengungkapkan sekitar 39 pegawai (69,6%)  adalah 

perempuan, dan sisanya 17 pegawai atau 30,4% adalah berjenis kelamin laki-laki. 

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 4.3 dibawah menunjukkan hasil uji deskripsi responden berdasarkan 

umur. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25 - 35 8 14,3 14,3 14,3 

36 - 45 41 73,2 73,2 87,5 

46 - 57 7 12,5 12,5 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Sumber : Data Output SPSS, 2022 
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Dilihat di tabel 4.3 sebagian besar pegawai berusia 36-45 Tahun sejumlah 

41 pegawai ( 73,2%,) berusia 25-35 Tahun sejumlah 8 pegawai (14,3%), berusia 

46-57 Tahun sejumlah 7 pegawai atau (12,5%). Kesimpulan dari data diatas 

adalah sebagian besar umur yang berprofesi menjadi staf keuangan pada SKPD 

Provinsi Riau ialah 36-45 Tahun, dan ke-2 ialah 26-35 Tahun. 

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.4 dibawah menunjukkan hasil uji deskripsi responden berdasarkan 

pendidikan. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 5 8,9 8,9 8,9 

S1 40 71,4 71,4 80,4 

S2 11 19,6 19,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Sumber : Data Output SPSS, 2022 

 

Berdasaran Tabel 4.4 mengungkapkan bahwa pegawai yang memiliki 

pendidikan D3 sebanyak 5 pegawai atau 8,9%, pendidikan Strata Satu (S1) 

sebanyak 40 pegawai atau 71,4%, pendidikan Strara Dua (S2) berjumlah 11 

pegawai atau 19,6%..  

Dari data diatas, pendidikan yang terbanyak adalah S1 sebanyak 40 orang 

dan S2 sebanyak 11 orang. Maka dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, 

manusia memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih banyak. Sehingga 
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seseorang yang bekerja dibagian keuangan dengan latar belakang yang memenuhi 

akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. 

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

Tabel 4.5 dibawah menunjukkan hasil uji deskripsi responden berdasarkan 

latar belakang pendidikan, 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Akuntansi 38 67,9 67,9 67,9 

Manajemen 9 16,1 16,1 83,9 

lain-lain 9 16,1 16,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Sumber : Data Output SPSS, 2022 

 

Tabel 4.5 menyatakan mayoritas pegawai yang mempunyai latar belakang 

pendidikan Akuntansi sebanyak 38 pegawai (67,9%), sementara itu Manajemen 

sebanyak 9 pegawai (16,1%) dan pendidikan lainnya sebesar 9 pegawai atau 

16,1%. 

Dari data diatas, Latar belakang pendidikan yang terbanyak adalah 

pendidikan akuntansi sebanyak 38 orang. Sehingga jika bekerja sesuai dengan 

latar belakang pendidikan dapat memaksimalkan kinerjanya dan menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas. 

e. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Tabel 4.6 dibawah menunjukkan hasil uji deskripsi responden berdasarkan 

lama bekerja 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 – 5 6 10,7 10,7 10,7 

5 – 10 6 10,7 10,7 21,4 

> 10 44 78,6 78,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Sumber : Data Output SPSS, 2022 

 

Tabel 4.6 menyatakan deskripsi pegawai berdasarkan lama bekerja adalah 6 

pegawai atau 10,7% yang bekerja 1 - 5 tahun, 6 pegawai atau 10,7% yang bekerja 

selama 5 - 10 tahun, dan 44 pegawai atau 78,6% yang bekerja selama > 10 tahun. 

Dari data diatas, terdapat 44 orang yang bekerja selama >10 tahun, dengan 

lamanya bekerja > 10 tahun membuat banyaknya pengalaman yang sudah dimiliki 

sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya dan menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas. 

4.2.2 Statistik Deskriptif 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi Kompetensi 

Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem 

Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan yang diuji secara statistik deskriptif. 

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 56 34 45 38,75 3,359 

X2 56 26 35 30,79 2,470 

X3 56 20 25 22,16 2,104 

Y 56 34 45 39,38 3,278 

Valid N (listwise) 56     

Sumber : Data Output SPSS, 2022 
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Tabel 4.7 menjelaskan bahwa pada variabel Kompetensi Sumber Daya 

Manusia jawaban terkecil sebesar 34 dan jawaban terbesar 45 dengan rata-rata 

total jawaban 38,75 dan 3,359, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi 

jawaban terkecil responden sebesar 26 dan jawaban terbesar responden sebesar 35 

dengan rata-rata total jawaban 30,79 dan standar deviasi sebesar 2,470. Variabel 

Penerapan Sistem Akuntansi memiliki jawaban minimum sebesar 20 dan 

maksimum 25 dengan rata-rata total jawaban 22,16 dan standar deviasi sebesar 

2,104. Pada variabel Kualitas Laporan Keuangan jawaban minimum sebesar 34 

dan maksimum sebesar 45 dengan nilai rata-rata total sebesar 39,38 dan jawaban 

standar deviasi sebesar 3,278. Jumlah responden (N) yang valid dan dapat 

diproses lebih lanjut sebanyak 56 responden. 

4.2.3 Hasil Uji Kualitas Data 

a. Hasil Uji Validitas 

Uji Validitas dipakai agar menilai suatu kuesioner sah atau tidak (Ghazali, 

2018). Pengujian dikerjakan menggunakan Pearson Corelation, apabila taraf 

signifikansinya < 0,05 maka model tersebut dianggap valid. Untuk responden 

berjumlah 56 orang di SKPD Provinsi Riau, dapat diperoleh derajat bebas df 

sebesar 56-2 = 54 dengan α = 0,05 (5%) diperoleh dari r table sebesar 0,263. Jika r 

hitung bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut 

dikatakan valid.    

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas, yaitu Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi 

dan Kualitas Laporan Keuangan dengan sampel sebanyak 56 responden..  
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas  

Variabel 
No 

Pernyataan 

R 

Hitung 
R Tabel Keterangan 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia 

Item 1 0,787 0,263 Valid 

Item 2 0,837 0,263 Valid 

Item 3 0,784 0,263 Valid 

Item 4 0,668 0,263 Valid 

Item 5 0,724 0,263 Valid 

Item 6 0,817 0,263 Valid 

Item 7 0,777 0,263 Valid 

Item 8 0,767 0,263 Valid 

Item 9 0,529 0,263 Valid 

Pemanfataan 

Teknologi 

Informasi 

Item 1 0,787 0,263 Valid 

Item 2 0,696 0,263 Valid 

Item 3 0,800 0,263 Valid 

Item 4 0,821 0,263 Valid 

Item 5 0,484 0,263 Valid 

Item 6 0,520 0,263 Valid 

Item 7 0,787 0,263 Valid 

Penerapan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

Item 1  0,896 0,263 Valid 

Item 2 0,851 0,263 Valid 

Item 3 0,806 0,263 Valid 

Item 4 0,858 0,263 Valid 

Item 5 0,858 0,263 Valid 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Item 1 0,641 0,263 Valid 

Item 2 0,719 0,263 Valid 

Item 3 0,705 0,263 Valid 

Item 4 0,603 0,263 Valid 

Item 5 0,720 0,263 Valid 

Item 6 0,767 0,263 Valid 

Item 7 0,748 0,263 Valid 

Item 8 0,628 0,263 Valid 

Item 9 0,579 0,263 Valid 

Sumber : Data Output SPSS,2022 
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Berdasarkana perhitungan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa r hitung 30 item 

pernyataan melebihi r tabel (0,263). Dapat disimpulkan bahwa pada instrument 

tersebut adalah valid. 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen-

instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel apabila 

nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,70 (Nunnally, 1994) dalam (Ghozali, 2016). 

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk 4 variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kualitas 

Laporan Keuangan. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 0,899 Reliabel 

Pemanfataan Teknologi Informasi 0,823 Reliabel 

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah 
0,907 Reliabel 

Kualitas Laporan Keuangan 0,851 Reliabel 

Sumber : Data Output SPSS,2022 

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach’s 

alfa atas variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,899, variabel 

Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,823, variabel Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,907, dan variabel kualitas laporan 

keuangan sebesar 0,851. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pernyataan-

pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai Cronbach’s alfa 
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lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa item pernyataan 

dalam kuesioner mampu memperoleh data yang konsisten. 

4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model, 

variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji non-

parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan uji analisis grafik. Suatu data 

dikatakan berdistribusi normal jika memiliki tingkat signifikansi > 0,05. Hasil Uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S), dapat dilihat dalam tabel 4.10 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 56 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,12757849 

Most Extreme Differences Absolute ,110 

Positive ,094 

Negative -,110 

Test Statistic ,110 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,087c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : Data Output SPSS,2022 

 

Berdasarkan tabel 4.10 Hasil menunjukkan nilai signifikansi data sebesar 

0,087 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
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bahwa data tersebut terdistribusi secara normal sehingga model penelitian ini 

memenuhi uji asumsi klasik normalitas. 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram 

 
Sumber : Data Output SPSS,2022 

 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot 
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Sumber : Data Output SPSS, 2022 

 

Gambar 4.1 menunjukan pola penyebaran data yang berdistribusi normal. 

Begitu pula pada gambar 4.2 hasil uji normalitas dengan grafik P-Plot 

menunjukan titik-titik yang menyebar membentuk satu garis lurus diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan grafik P-P Plot berdistribusi 

normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji analisis grafik 

bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

b. Hasil Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji ini dapat 

dilakukan dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance serta 
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besaran korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Tabel 4.11 

menunjukkan hasil pengujian multikolonieritas. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Sumber : Data Output SPSS,2022 

Tabel 4.11 menunjukkan nilai tolerance masing-masing variabel bebas yang 

lebih besar dari 0,1 dan hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF 

untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model persamaan regresi terbebas dari masalah multikolonieritas antar 

variabel independen dan dapat digunakan dalam penelitian ini.  

c. Hasil Uji Heterokedastisitas  

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Uji heteroskedastisitas dilakukan 

dengan menggunakan grafik scatterplots. Jika grafik tidak mempunyai pula 

tertentu atau acak maka diduga tidak ada gejala heterokedastisitas 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toleranc
e VIF 

1 (Constant) 6,984 3,902  1,790 ,079   

Kompetensi Sumber Daya 
Manusia 

,362 ,129 ,371 2,811 ,007 ,465 2,152 

Pemanfataan Teknologi 
Informasi 

,334 ,183 ,251 1,825 ,074 ,427 2,344 

Penerapan Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah 

,365 ,206 ,234 1,771 ,082 ,464 2,156 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 
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Gambar 4.3 

Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot 

 
Sumber : Data Output SPSS,2022 

 

Garfik Scatterplot diatas menunjukkan bahwa data tersebar secara acak di 

atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, titik-titik tidak mengumpul hanya 

diatas atau dibawah saja dan tidak membentuk suatu pola yang jelas pada 

penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model persamaan regresi. 

4.2.5 Teknik Analisis Data 

Analisisregresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia, pemanfataan teknologi informasi dan 

penerapan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau. Hasil analisis regeresi berganda 

menggunakan SPSS versi 26.0 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.12 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,984 3,902  1,790 ,079 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 

,362 ,129 ,371 2,811 ,007 

Pemanfataan Teknologi 

Informasi 

,334 ,183 ,251 1,825 ,074 

Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 

,365 ,206 ,234 1,771 ,082 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

Sumber : Data Output SPSS, 2022 

 

Berdasarkan Tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah: 

Y = 6,984 + 0,362 X1 + 0,334 X2 + 0,365 X3 + e 

Hasil dan pembahasan regresi diatas adalah : 

a. Nilai Konstanta sebesar 6,984 artinya jika variable X1, X2 dan X3 sama 

dengan 0 (nol) yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaaatan 

teknologi informasi dan penerapan system akuntansi keuangan daerah maka 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau 

bernilai 6,984 

b. Koefisien X1 sebesar 0,362 setiap terjadi peningkatan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia (X1) sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah pada SKPD Provinsi riau meningkat sebesar 0,362 atau sebaliknya 

jika terjadi penurunan X1 sebesar 1 % maka kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau akan menurun sebesar 0,362 
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c. Koefisien X2 sebesar 0,334 setiap terjadi peningkatan Pemanfaatan 

Teknologi Informasi (X2) sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah pada SKPD Provinsi riau meningkat sebesar 0,334 atau 

sebaliknya jika terjadi penurunan X2 sebesar 1 % maka kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau akan menurun 

sebesar 0,334 

d. Koefisien X3 sebesar 0,365 setiap terjadi peningkatan penerapan system 

akuntansi keuangan daerah (X3) sebesar 1% maka kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi riau meningkat sebesar 

0,365 atau sebaliknya jika terjadi penurunan X3 sebesar 1 % maka kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau akan 

menurun sebesar 0,365. 

4.2.6 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2016). Berikut ini tabel hasil uji Koefisien Diterminasi (R²) adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,761a ,579 ,555 2,188 

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfataan Teknologi 

Informasi 

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 
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Sumber: Data Output SPSS, 2022 

 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,579 yang artinya bahwa 57,9% kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau dijelaskan oleh 

variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan 

penerapan system akuntansi keuangan daerah sedangkan sisanya sebesar 42,1% 

dapat dijelaskan oleh variabel lain atau factor lain yang tidak termasuk dalam 

model atau persamaan regesi ini. Jadi, secara simultan variabel independen yaitu 

kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan 

penerapan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Riau. 

 

4.2.7 Pengujian Hipotesis 

a. Uji t 

Uji  t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu independen 

secara individual dalam menerangkan rdependen (Ghozali, 2016). Hasil dari uji 

Statistik t dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Statistik t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,984 3,902  1,790 ,079 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 

,362 ,129 ,371 2,811 ,007 

Pemanfataan Teknologi 

Informasi 

,334 ,183 ,251 1,825 ,074 
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Sumber: Data Output SPSS, 2022 

 

Pada tabel 4.14 hasil uji hipotesis ialah : 

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pada SKPD Provinsi Riau 

Dalam tabel 4.14 dikatakan bahwa Nilai signifikan t Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 0,007 < α (0,05), disimpulkan bahwa Ho ditolak serta H1 diterima 

sehingga Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi Riau.  

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Keuangan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi Riau 

Dalam tabel 4.14 diketahui bahwa nilai signifikan t Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 0,074 > α (0,05), maka kesimpulannya adalah Ho diterima dan H2 

ditolak sehingga Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi Riau. 

3. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pada SKPD Provinsi Riau 

Dalam tabel 4.14 diketahui bahwa nilai signifikan t Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan 0,082 > α (0,05), maka kesimpulannya adalah Ho diterima 

dan H3 ditolak sehingga Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi 

Riau 

Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 

,365 ,206 ,234 1,771 ,082 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 
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b. Uji F 

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).  

1. Jika F hitung > F tabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05), maka 

H0 ditolak 

2. Jika F hitung < F tabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05), maka 

H0 diterima 

Hasil dari uji Statistik F dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 4.15 

Hasil Uji Statistik F (ANOVA) 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 342,163 3 114,054 23,822 ,000b 

Residual 248,962 52 4,788   

Total 591,125 55    

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Pemanfataan Teknologi Informasi 

Sumber : Data Output SPSS,2022 

 

Dari tabel 4.15 uji ANOVA atau Ftest diperoleh Fhitung sebesar 23,822 dengan 

tingkat signifikan 0,000 sedangkan Ftabel dengan df1 = 3 dan df2 = 53 sebesar 2.78 

dengan signifikan 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

model pada penelitian ini adalah layak karena Fhitung > Ftabel (23,822 > 2.78) dan 

signifikan penelitian lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) sehingga hipotesis 

diterima, dapat diartikan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara 
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simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

pada SKPD di Provinsi Riau. 

4.3  PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Provinsi Riau 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya Kompentensi Sumber 

Daya Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Daerah. Oleh sebab itu, apabila kompetensi sumber daya 

manusia bagian keuangan/akuntansi pada SKPD Provinsi Riau efektif, maka 

laporan keuangan daerah berkualitas yang dihasilkan lebih baik. Ini disertai 

dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh responden dalam 

membuat laporan keuangan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, 

latar belakang pendidikan serta lama bekerja yang dimiliki oleh responden pada 

SKPD Provinsi Riau dalam menghasilkan kualitas dalam sebuah laporan 

keuangan. 

Penelitian mengenai sumber daya manusia dilakukan oleh Galuh Eka (2020) 

yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan, namun Firly (2019) menyatakan bahwa sumber daya 

manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Provinsi Riau 

Dari hasil penelitian bisa diketahui Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 
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Tidak berpengaruhnya hal tersebut disebabkan SKPD Provinsi Riau belum dapat 

memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, hal ini disebabkan masih 

adanya hambatan dalam peralatan dan software pendukung yang masih sering 

mengalami kendala sehingga membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama 

dan berdampak pada jadwal waktu pelaporan yang mengalami penyesuaian atau 

mengalami kemunduran dan ini berimplikasi pada ketidaktepatan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah sebagai karakteristik kualitatif laporan keuangan itu 

sendiri.  

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib untuk mengoptimalkan 

serta mengolah kemajuan teknologi informasi untuk memaksimalkan kemampuan 

pengelolaan keuangan daerah serta mendistribusikan informasi keuangan daerah 

ke dalam system pelayanan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengolahan 

data akan memberikan banyak keuntungan dalam hal ketelitian hasil operasi dan 

predikat multiprocessing sebagai mesin serbaguna (Fernanda, 2014). Kemajuan 

teknologi informasi tidak cuma digunakan dalam organisasi bisnis, akan tetapi 

dipergunakan oleh organisasi seperti pemerintahan. Pemerintah harus 

memanfaatkan pertumbuhan teknologi informasi secara optimal, menciptakan 

jaringan dan alur kerja manajemen informasi serta menguatkan pemerintah 

bekerja secara terintegrasi dengan mempermudah akses antar unit. 

Penelitian mengenai pemanfataan teknologi informasi pernah diteliti oleh 

Arisa (2019) yang mengatakan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh 

signifikan terhadap laporan keuangan, namun pendapat Galuh (2020) 
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Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

4.3.3 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi Riau 

Diketahui dari hasil penelitian Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 

Menurut Permendagri No 64 Tahun 2013 sistem akuntansi pemerintah daerah 

adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen 

lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan 

pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah. Sistem 

akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas 4 prosedur akuntansi 

yaitu: 

1. Prosedur Akuntansi Pendapatan 

2. Prosedur Akuntansi Belanja 

3. Prosedur Akuntansi Asset 

4. Prosedur Selain Kas 

Sesuai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019, BPK 

menemukan permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai 

dengan ketentuan serta pengelolaan asset Pemerintah Provinsi Riau belum 

terkelola sepenuhnya seperti pengelolaan mobil-mobil dinas yang tidak membayar 

pajak dan banyak pejabat yang menguasai mobil dinas lebih dari satu. Ketiga, 

pengelolaan pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya optimal. 
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Penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pernah 

dilakukan oleh Arisa (2019) yang menyebutkan bahwa penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, 

namun penelitian yang dilakukan oleh Firly (2019) bahwa penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Provinsi Riau 

2. Secara Parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD 

Provinsi Riau 

3. Secara parsial variabel penerapan system akuntansi keuangan daerah 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD 

Provinsi Riau 

4. Secara bersama-sama (simultan) variabel kompetensi sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan system 

akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan daerah di SKPD Provinsi Riau. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi SKPD di Provinsi riau yang menjadi subjek di penelitian ini : 

a. Meningkatkan pemanfataan teknologi informasi,karena dengan 

mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 
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b. dapat meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan 

menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan system 

c. Meningkatkan aspek penerapan system akuntansi keuangan daerah, 

karena dengan meningkatkan aspek tersebut dapatkan menghasilkan 

kualitas laporan keuangan yang lebih baik lagi. 

2. Bagi peneliti berikutnya disarankan menambah variabel lain yang 

berkaitan erat secara teori terhadap variabel kualitas laporan keuangan 

seperti standar akuntansi pemerintah dan pengawasan keuangan daerah. 

Hal ini dimaksudkan agar variasi naik turunnya kualitas laporan 

keuangan dapat lebih dijelaskan.  
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